ADDENDUM
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor : 400/01/NH-Bag.Bina Kesra /2020
Nomor : 001 /Bawaslu-Prov.KS-01 /PR.00/1/2020

ATAS

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 400/73/NH-Bag. Bina Kessos/2019

Nomor : 001/Bawashu-Prov.KS-01/PR.00/X/2019

TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

puluh yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si : Bupati Balangan yang berkedudukan
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Berdasarkan:
|. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa n
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent :
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Ne
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); K
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pe
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pe
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa ka
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang :
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang F
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Ta
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

N

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umt
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@

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14)

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem
Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072); Skl

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiata
Pemilihan ~ Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Repuk
Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

11. Peraturan Menteri Keuangan = Nomor  99/PMK.05/2017
Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republ Ik Indonesia
2017 Nomor 990);

12. Peraturan ~ Menteri  Keuangan  Nomor  182/PMK.05/2017
Pengelolaan Rekening  Milik Satuan Kerja Lingkup Kem
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
1727);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang

Kegiatan Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota yang bers

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
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Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati;
17.PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan
Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagalman%l
dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang
diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bup
dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kedua belah PIHAK ber:
dan menyetujui untuk melakukan Addendum atas Naskah Perjanjian Hibah Dz
tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelengaraan Pengawasan Pemilil‘uil‘.tl”;L
dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan ketentuan dalam Pasal 1 diubah e
berikut:
Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH
(1) PIHAK KESATU memberikan Tambahan dana hibah uang kepada PI AK

dan PIHAK KEDUA menerima Tambahan dana hibah u

KESATU dengan rincian : .

a. Sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat M1]1ar1 M
mursi : Taghun 2020;
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Pasal 2
PENGGUNAAN HIBAH

(1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk
membiayai pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Balangan Tahun 2020.

(2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Balangan Tahun 2020 mulai dari tahapan  persiapan dan
penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon
terpilih.

(3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
Rincian Kebutuhan Biaya Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Balangan berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- ! 1) PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hlbal%t

n Pem:llhan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
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¢ mempertanggungjawabkan atas Dana Hibah yang dikelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan
dan Perundang - undangan.
Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH
(1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten Balangan ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu
Kabupaten Balangan pada Bank Mandiri Nomor Rekening 031-00-1356757-6
(2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri
dengan:
a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
. Pakta Integritas;

b

c. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;

d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditz
dan distempel.

~ (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ay:

dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 48
b & ta I (Mtu) dengan persentase 40% (empat puluh
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(2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang
didanai dari Dana Hibah Daerah.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hlbah/ ".”"
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (ti '
bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih ke
PIHAK KESATU. il
(4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan penga
calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Kas Daerah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU
Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan
Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan tahapan setelah

~ Balangan Tahun 2020 terpilih.
e . g Pasal 7
AR KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

* (force majeure) antara lain termasuk ke
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memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan

kahar (force majeure) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian  ini terjadi perselisihan &

perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat un

menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai m

(2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana din
ayat(1),PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan

Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Balangan.

T1C ke

Pasal 9
LAIN-LAIN
(1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan baran

Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut
peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuk
mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur/Bu
‘ Kabupaten Balangan Tahun 2020.

~ (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan
)  Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 masih terd:
PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib men;
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untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara

ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini
lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian  ini terjadi
penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perja
merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. '

akan diatur let

perubahan

Pasal 11

PENUTUP
Demikian Addendum Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan d I‘
PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana ;
Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cu

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
FUA BAWASLU
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. LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH KE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPA'
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 202 0
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